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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPFATI SITUBONDO

NOMOR 65 TAHUN 2010
TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATIAN POLIST PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI SITUBONDO,

hahwa sesual hagil evaluasi pelaksanaan otonoami daerah dan penataan
kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tegas dan
fungsi Satuzn Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

hahwa guna maksud sebapaimans hnmf a konsideran ini, Perstoran
Bupati Nomeor 64 Tahun 20108 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satwan
Polisi Famong Praja Kabupalen Situbondo sudah tidak seseai lagi dalam
perkembangannya sehitzza perhe digans,

bahwa guna maksud scbagaimana buruf a dsn b konsideran ini, perlu
mengaiur Urmnan Tugas dan Fungsi Smiwm Polisi Pamong Praja
Kubupaten Silubondo yuny pelaksanaznnya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 195¢ teniang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkimgam Propinsi Jawa Timur (Lembgran
Negara Republik Indomesia Tahim 1950 Nemor 19, Tambuahan
L.embaran Negarn Republik Indopesia Nomor 97,

Undang-Undung Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok-pukok
Kipegawalan (Lembaran Nepara Republik lndomesya Tabun 1974
Momor 35, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagnimang tefah diubah denpan Undang Undang Nomor 43
Taluon (999 tentang Perubahan Alas Undang-undang Nomeor § Tafun
1974 tentany Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahue 1999 Nomor 168, Tambahan Lombaran Mepgara
Republik Indoncsia Nomor 3890);

- Undong-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentanp Keuangan Megara

(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahum 2003 Nomer 47,
Tambahen Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran  Negara Republik  ladonesia Talmm 2004 Nomor 03,
Turmbahan [.embaran Negara Repablik Indonesia Nomor 4355} ;



18,

11.

i

13.

14,

15.

16.

17.

Undang—{pdang Nemor ¢ Tahwm 2004 tentang Pembentukzn Peraturan
Perundangumdangan (Lomibaran Negara Republik [ndonesia Tabun 2004
Nomor 53, Tambahan [embaran Nejara Reprbiik Indonesia Nomor 438%);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan
Nasiona! (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2004 Nomor
104 Tambatem Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarin Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Tombaran MNegarn Bepublik Indopesia Nomor 4417
sehagaimana elah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Talum
2008 temtany Perubshan Kedua Atas Undang-1ndang Nomor 32 Talun
2004 temiang Pemerintahan Draerah (Lembaran Nepara  Repubhik
Indonesia Tabun 2008 Nomer 5%, Tambshan Lembaran Negara
Repuhlik Indanesia Nomor 4844);

Urilang—Tndang Nomot 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan [raerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Talum 2004 Nomer 126, Tanbshan Lembaren
Memara Repoblik Indemesia Nomor 4438}

Peraturan Pemerintah Nomoor 28 Tabun 1972 tentang Perubahan Nama dan
Peyniscdehon Tempat Kedudulon Pemenniabum Dacreh Kabwpeten Panandon
(Lernbaran Negera Repubhik Indonesia Tabom 1972 Nommaor 38);

Pesaturan Pcmerintah Nomor 100 Tabun 2000 tentang Penpangkatan
Pepuwai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembatan Negara
Tahun 2000 Npmar 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
sebagaimana telah diuhah dengan Perataran Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lenibaran Nagara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor
33, Tembuhan Lembaran Negara Republtk Indonesta Momor £194);

Peraturann.  Pemexintah Nomor 9 Talm 2003 temamy Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhention Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran MNegara Repoblik Indomesia Tahun 2003 Nomer 13,
Tambahan |embaran Neegara Repablik Indenesia Nomor 42633,
Peraturan Pemernintah Nomer 32 Talnm 2004 tenimg Pedoman Satuan Pobs
Pamong Praja (L emburan Nopara Repoblik Indonesia Tainm 2004 Nexnor 112,
Tambahan Lembaran Negira Republik [ndomesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomour 58 Tabun 2003 tentang Pengelolaan
Keuanpan Dazrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indoncsia Momwor
4378y,

Pernturant  Pamneriotzh Nomor 79 Tahun 2003 temtang  Pedoman
Pembinaan dan Pepnpgawasan Penyelenggaraan Pemcrintaban Diacrah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia lahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor 45947,

Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 entang Pernbagian Urisan
Pemenntabaty Asntara Pemerintah, Pemerintahan Daersh Propins:, dan
Pemerintzhan Dacrah Kabupaten/Kota (T.embaran Neguru Republik
Indenesia Tahwn 2607 Nomor 82, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indomesia Momor 4737},

Peraturan Pemerintah Momor 41 Talnm 2067 temiang Organisasi Perangkat
Daerah ([ embaran Negara Republik Indoocsia Tabun 2007 Nomor £9,
Tambahan Lembaren MNepara Republik Indomesiz Nomor 4745 );

Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahue 2006 tentang
Pedaman Pengelolaan Keuanpgan Daersh sebagaimans telah diubah
dengan Permturan Menteri Datam Neger Nomeor 59 Tahun 207 tentang
Perubahan Atas Permturan Menteni Dalam Wegert Womor 13 Tahon 2006
ientany Podoman Pengel olaan Keuangan Dacraly,



Menetapkan :

18. Peraturan Menteri Dafam MNegeri Nomor {5 Tehun 2006 tentang feqis
dan Bentuk Produk Hukuam Dacrah;

19. Teranuan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tabun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

20,  Persturan Menteni Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2007 tcotenp Pedomsan
Tna Cara Pengawasan At Penye lemggaraan Pemeriotah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 53 Tahun 2007 tentang
I'engawasan Peraturan Dracrah dan Peraturan Kepala Daerah;

22, Peratupan Menteri Dalamn Negeri Nomor 37 Tahun 2007 teniang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Porangkal Daeruh;

23. Peratwan Daerah Kabupaten Sitobonde Nomor 2 Tamm 2008 Lertang
Urusan Pemerintzhan Dacrah Kabupaten Situbondo {Iembaran Daerah
Kabhupaten Situhonda Tahun 2008 Nomor 2);

24, Pematwran Daerah Kabupaten Situbando Momor 07 Tahun 2008 tentang
Susman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Poliss Pamong Praja
Kabupaten Situbondoe (Lembaran Dacrah Kabupatent Situbends 'am
2008 Namor T).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TTUGAS DAN FUNGST
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUFATEN SITUBONDO

BAR1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

[.  Dacrah adalah Kabupaten Situbordo.

2. Bupati adaish Bupati Situbondo.

3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah vang selanjuinys discbut DPRID
adatah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

4. Pcmerintahsn Daerah  adalsh penyelenggarsan wrusan pemerintabon
oleh pemerintah dagrah dan DPRD menunast asas otohomi den tugas
pembaniuan dengan prinsip otenomi scluas-luasnya dalam sistem dan
prinsin Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indunesia Talun 1945,

5. Pemerintah Daerah adalsh Bupati dan perangkat daerah sehagai unsur
penyelenggars perserintaban dacrak

6. Sckrelaris Diaerah adalah Sekzetaris Daerah Kebupaten Situbonda.

7. Saman Polisi Pamong I'raja adalah Satan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Situbondo.

5. Kepala Satuan mlalsh Kepala Satuan Pelisi Pamong Praja Kabupaten
Simbondo.
BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dinimpin olch Kepala Satuan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.



rasal 5

Satnan  Polisi Pamong Prajs  mempunvai  togas  memelthera  dan
menvelenpgaralan ketenlramean dan ketertiban ureuwm menegakican Peratucan,
Dacrah dan Peraturan Buopati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan togas sebaprimana dimaksud dalarn Pasal 3, Satuan

Polisi Pemong Praju oenyelensgarakan finpsi -

a  peoyusunan program dm pelaksanzan ketenramap dan  ketertiban
umum, pencgakan Peramuran Daerah don Peruturan Bupati;

b. pelaksanaan kebijukan pemelibaraan dan penyelenggaraan ketentraman
dan keleriibam comam:

¢.  pelsksanani kehijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Buprali,

d.  peloksanasn koordinzsi pemelibarasn dan penyclenggarass ketenimaman.
dan keterfiban umnum serla peacgakan Persoran Daerah dan Peraturan
Bupatt dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawad Negeri Sipil
{I'INS) dan atau aparatur lainnys; dan

¢ pengawasan terhadap masyarakat agar mematubi dan menaah Peratoran
Draceah dan Peraiuran Pupoti.

BARE 111
WEWENANG, HAK, DAN KEWANBAN
Pasal 5
Polist Pamong Praja herwenang :
a. meecriibkan dan menindak warga masyarakat atau babhan hukum vang

menpgganpy ketenttaman dan ketertiban umum;

h. melakukun pemeriksazn lerbadap warga masyarakat atan badan huloam
vang metakukan pelanggaran atas Peralursn Daerah dan Peratoran
Bupati; dan

el tadakan reprexit non yustisial terliadap waryx masyarakat
vang mclakukan pelanggavan atas Peratursn Thaerah don Peraturan
Rupati.

r

Pasal &
Polisi Pamong Praja menmenyai hak kepepawaian schapai Pepawai Negert
Sipil dan mendapatkan fasilitas fain sesuar dengmm tugax dan fmgsimyz
herdasarkan peraturan perundong — undangan.

Pasul 7

Thalam meliksanakan lugasnya, Polisi Pamong Poga wagth -

8. menjujung tinggi norma hukum, norma agamg, hak asnsi menusia dan
norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarskat;

b. mcmbantu menyclesaikan persiliban warga masyarakat yang dapat
menggangen ketentrarmam &n ketertiban umum;

c. melaporkan kepada Kcpolistan Megara atgs ditemukapnya alsn pabat
g aditva tindak pedamee; dam

d.  mesycrabkan kiopads PPNS wias ditemukannya atau patu diduga adanya
pelanggaran lerhadap Veraturan Dagreh dan Peraturan Bupati,



Pasal &

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sesuni dengan Peraturan Perundang — Undangan.

BAB IV
ORGANISAS]
Pasal 9

Orparisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

Kepala Satuan ;

Sub Bagian Tata Isaha ;

Seksi Pengembangan Kapasitas Persomal |

$cksi Tertib Peraturan dan Perjinan ;

Seksi Operasional, Penpawasun, Penyidikan dan Penindakan ;
Kelompok Jabatan Fungsional.

O U =S

Pusal 10

Sub Ragian Tata Usaha dipimpin olch Kepala Sub Bagian Tata Disaha, Seksi
dipipin oleh Keopala Beksi yang masing-mesing berada di bawah dan
hrtanggung jawab kepada Kepala Satuan.

RAR Y

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI]
Ragian Kesatu

KEPALA SATUAN
Pasal 11

Kepala Satuan mempunysai fugas memimpin, melakukan koardinasi dan
pengendalizm dulem  penyelenpgaram kegiatm i Tideny Salvam Polwi
Pamony Praja.

Eagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 12

Sub Bagian Tata Uszha mempunya tagas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, perencansan peogram, evaluasi dan polaparan membertkan
pelayanan teknis adminiswatif kepada seluruh satvan organisasi dalam
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pazal 13

Dalam mgclaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pesal 12, Sub

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fiomgsi -

a. penyiapan behan dalam mangka menyusun program kcrja Satuan Polisi
vamony Fraja dan evaluasi serta penyusunan anggaran das pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

h.  pembinaan organisasi dan tatalaksana;

. pombinsan vrusan rumalt I20gga, SETSE METyWSt dan koarsipar:

d.  pengenalisa kebutahan barang, penpgadaan dan pengadmimstrasian

barang-barang kenerluan dinas serta perbekalan lain;

g. penpelolagn administrast kepegawaian, keuangan dan periengkanan,
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penyclenggarsan tam usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data kepegawaian, pembuaten induk pegawai, serta usulan-usulan yang
menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai,
pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

penyusunan formasi perencanzan pegawal bersama instansi terkart serta
adminisirasi dan evafuast pegawa;

pengurusan kescjahteraan pegowai,

pelaksanasn tigas penpembangan karir pegawal, usaha peningkatan
mute pengetahuan dan disiplin pegavai;

penghimpunan dan pengelolaan balun-bahan umuk menyusun program
kerja, evaluasi serta angparan;

pengelotaan lats usaha, keuangan dan pembukuan realisasi anggaran
penadapatan dan belanja dinas serte laporan pertanggungjawaban
kcrangan dinas dan pembayamn gaji pegawai;

penyviapan data informasi keperpustakan hubungan masyamkat den
inventarisagi:

pelaksanzan  wta usaha kantor, pericngkapan, wrusan dalun, dan
administrasi di linglamgan Satian Polisi Pamong Praja;

peRyisunan rencana kegistan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
pelaksanaan veusan keuangan;

polaksangan urusan bing program;

pelaksanasn unusan kepegawaian;

pelaporan hasil pelaksanaan tegas; dan

pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Saluam.

Bagtan Ketiga
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONE]L.
Pazal 14

Scksi Pengembangan Kapasitas Personel mempunyai tugas membarty Kepala
Samsn dalsm melaksenskan fuges Satuan Polisi Parmong Prage &i idang
menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas
peraonel.

Pacal 15

Datam melaksanakan tapas achagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi
Progermbangar Kapasitas Persamit memyvefenggarakon fuvgsi -

.

h.

. chit Buop

penyusunen pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluban di bidang
kemampuan kapasitas personil;

penyclenpgparaan pelatihan dalan rangka pengembanpan kcmampuan
dan keterampalan personil;

prlaksanaan kesamapiaat:

pelaksanaan dokumentasi dan pelapamn;

pelaksanaan kegiatan ketatauzahaan,

pelaporan hasil pelaksanasn mgas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan



Bagian Keempat
SEKSI TERTIBE PERATHRAN DAN FERLIINAN
Pasal 1%

Seksi Tortib Peraturan dan Perijinan mempunyai lugas membaniu Kepala
Satuzn dalmn melaksanalban tugss Satuan Polisi Pamong Praja &f bideng
menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan tertib peraturan dano
perijinan serta pelaksanaan Peratuiran Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanaken tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi
Tertib Permturzur dan Mertian menyclenpgarakan fompesi
a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanann pembingan keteniraman

dan ketertiban masvarakat;

b.  penyusunan pedoman dan petumjuk pelaksanaan pembinasm kelentraman
dan penegakan Peraturan Daernh;

c. pemberian perimbungan perjinen yang terkeot deogan Ketendvoan dan
ketertiban;

d.  pelaksanaan kepiatan ketatausahaon;
pelaporan hasil pelaksenaan tagas; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lan yamng diberikan oleh Kepala Satan.

Baginn Kelima

SEKS1 OFERASIONAL, PENGAWASAN,
PENYTIHKAN DAN PENINDAKAN

Pasal 18

Seksi Operasional, Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai
tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan scbagian lugas Satuan
Polisi Pamong Prmja & bidang pengawalan, operasional, pengawasan,
penyidikan dan penindakan.

Pazal 19
Dalam melaksunakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi
Operasional, Pengawasan, Penyidikan dan Peninduskan menyelenggarakan
fungsi : '
pelaksanagn pengamanan dan pengawalan;
pelakeanaan operssianal dan penertiben;
penyusinan program gpelaksanasn pemeriksaan dan penyidikan;
pelaksanaan penyidikan dan penindakan;
relzksanaan pemeniksaan/penyidikan dap pengosutan yang menyanghart
pelangparan  Peraturan Dacrabh  dan  perstiran  leinnya, serta
mengnnankan barang-harang sitaan;
f.  pelaksansan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
peraturan laimmya dalam mefakokan penindakan yang bekerja sama
dengar Polisi Republik fndoncsia dan kesatuan terkait lpinnya;
pelaksanaan administrasi penyidikan dan penindakan:
pelakssaan kogiatan ketatrusahaar;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
. pelaksanasn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan,
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BARE Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengen berlakunys Persturen Bupati ini. maka Peraturan Bupaii S#ubonde
Nomor &4 Fshun 2008 tentang Ursian Tugas den Fupgsi Satusn Polkisi
Pamong Praja K ahvpaien Situbondo decaburt dan dinyatakan tidak berlakn.

Pasal 21

Pcraniran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sctinp orang dapat miengetabwinya, memerintahkan pengundanpan
Peraturan Bupati ini denypn penenmpatannya dalam Rerita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Diundangkan di Situbondo

padatanggal P 0 MAY 2010
PH. SEKRETARIS DAEH A
KABUPATEN SITUBONDO,

Ir. HL FA MM
Pembioa Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 62
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